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Dasar Hukum :  Kualifikasi Pelaksanaan 

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP). 
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 
462/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

1. Memahami SAKIP/AKIP.  

2. Memahami perencanaan dan pengukuran kinerja.  

3. Memahami indikator dan target kinerja.  

4. Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data.  

5. Mampu menganalisis capaian kinerja.  

6. Mampu menyusun laporan hasil evaluasi.  

7. Mampu menyusun tindak lanjut hasil evaluasi.  

Keterkasitan: Peralatan Perlengkapan 

 1. Komputer/laptop.  

2. Jaringan internet.  

3. Aplikasi SIPD/e-kinerja.  

4. Dokumen perencanaan kinerja.  

5. Dokumen Perjanjian Kinerja.  

6. Laporan kinerja.  

7. Data dan evidence capaian kinerja.  

8. Formulir/kertas kerja evaluasi.  

9. Printer dan alat tulis. 

Peringatan: Pencatatan dan Pendataaan: 

1. Evaluasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  

2. Data dan evidence kinerja harus lengkap dan valid.  

3. Setiap unit kerja wajib menyampaikan data kinerja tepat waktu.  

4. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.  

5. Keterlambatan penyampaian data dapat menghambat proses evaluasi.  

6. Dokumen hasil evaluasi wajib didokumentasikan dan diarsipkan. 

1. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Rencana Hasil Kerja 

(RHK) yang telah disetujui oleh atasan langsung.  

2. Dokumen Matriks Peran Hasil (MPH) dan Indikator Kinerja Individu (IKI), 

apabila diterapkan.  

3. Catatan hasil monitoring, coaching, dan dialog kinerja antara pegawai 

dengan atasan langsung.  

4. Data realisasi kinerja beserta bukti dukung pelaksanaan tugas dan hasil 

kerja.  

5. Dokumen penilaian perilaku kerja ASN sesuai ketentuan yang berlaku.  

6. Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan 

tahunan 

 

 
 
 



 
 

 


